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D PR kembali membahas RUU Cipta Kerja (Cika) di masa 
sidangnya sampai bulan Agustus 2020. 11 klaster yang 
terdiri dari penyederhanaan perizinan (52 UU, 1.042 
pasal); persyaratan investasi (3 UU, 63 pasal); 
ketenagakerjaan (3 UU, 63 pasal); kemudahan, 
pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan perkoperasian (3 
UU, 6 pasal); kemudahan berusaha (9 UU, 20 pasal); 
dukungan riset dan inovasi (1 UU, 1 pasal); administrasi 
pemerintahan (2 UU, 11 pasal); pengenaan sanksi (norma 
baru); pengadaan lahan (2 UU, 14 pasal); investasi dan proyek 
strategis nasional (norma baru); kawasan ekonomi (3 UU, 37 
pasal). Beberapa klaster yang sudah dibahas seperti bab satu 
soal ketentuan umum, bab dua soal maksud dan tujuan, bab 
lima soal UMKM dan perkoperasian, bab tujuh soal riset dan 
inovasi, bab proyek strategis nasional, bab kawasan ekonomi 
khusus (Medcom.id, 30 Juni 2020). 

Pada masa sidang ke-4 di rapat ketiga (Kamis, 9 Juli 2020), 
rapat panja mengeluarkan pengaturan mengenai penyidik 
pegawai negeri sipil dan pers dari RUU Cika dan dikembalikan 
ke undang-undang existing-nya. Sementara pengaturan terkait 
mineral dan batubara diselaraskan dengan UU Minerba yang 
baru disahkan oleh pemerintah. Pada 16 Juli 2020, DPR 
memutuskan untuk menunda pembahasan sekaligus 
pengesahan hingga Agustus 2020. 

DPR yang terus melanjutkan pembahasan mengenai RUU 
Cika telah menghianati mandat publik, karena di saat rakyat 
mengalami persoalan ekonomi dan kesehatan di masa 
pandemi, DPR tidak menunjukkan sensitivitasnya. Apalagi dari 
awal RUU Cika telah ditolak oleh publik karena meliberalisasi 
negara dan menyengsarakan rakyat. Aliansi Rakyat Bergerak 
per tanggal 9 Maret 2020 telah merilis kajian yang membahas 
berbagai aspek seperti kedudukan hukum, ekonomi politik dan 
klaster-klaster yang terdapat dari RUU Cika. Dokumen ini 
bertujuan untuk menyajikan analisis atas persoalan kebijakan 
pemerintah di masa pandemi serta urgensi pengesahan RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual yang dikeluarkan dari 
prioritas Program Legislasi Nasional 2020. 



Pandemi Dibajak Oligarki! 

Total stimulus yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi telah meningkat dari Rp405,1 triliun menjadi 
Rp695,2 triliun hanya dalam waktu singkat[1]. Namun, alokasi anggaran 
tersebut tidak sejalan dengan upaya menghadapi krisis kesehatan dan 
krisis ekonomi rakyat. Secara rinci di bidang kesehatan, stimulus hanya 
sebesar Rp87,5 triliun atau 12,5% dari total stimulus. Sementara 
stimulus untuk UMKM sebesar Rp123,4 triliun dengan realisasi yang 
sangat kecil yakni 1,5%. Stimulus Bantuan Sosial untuk menjaga agar 
orang miskin tidak bertambah, gagal dijalankan karena masalah data 
penerima yang chaos.[2] Sebagian besar stimulus dinikmati oleh oligarki 
berupa insentif perpajakan bagi korporasi, kompensasi pajak Hotel/ 
Restoran serta dana talangan BUMN. Insentif untuk korporasi mencapai 
Rp169,9 triliun dan BUMN sebesar Rp 35,1 triliun jauh melebihi insentif 
untuk UMKM Rp123,4 triliun. Pandemi sedang dibajak oligarki, korporasi 
mendapatkan 24,4% dari total uang rakyat, kesehatan hanya mendapat 
12,5%. Pemerintah sudah gagal merencanakan anggaran sejak awal. 
Pandemi adalah kemenangan oligarki yang sempurna! 

New Normal adalah Kesalahan Fatal 

Pemerintah akhirnya mengakui bahwa frasa Normal Baru atau New Normal 
merupakan kesalahan dan mengganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. Tapi semua 
sudah terlambat karena kesalahan bukan hanya terletak pada frasa melainkan pada 
konsep dan praktik dari New Normal. Pembukaan pusat perbelanjaan yang terburu- 
buru ditengah kasus Covid-19 yang mengalami kenaikan merupakan usaha 
pembunuhan massal (genosida). Bahkan kasus positif bukan mengalami penurunan 
justru naik hingga 74.018 kasus[3] disaat New Normal diberlakukan bulan Juni-Juli. 

Menurut keterangan Staff Ahli Gugus Tugas Covid-19, Corona Rintawan 
mengatakan bahwa konsep New Normal tidak dibahas dari sisi kesehatan melainkan 
kepentingan ekonomi. “Kebijakan Presiden lebih berat pada pertimbangan ekonomi 
setelah mendengar keluhan dan masukan dari pengusaha” kata Rintawan.[4] Ini 
membuktikan bahwa kepentingan ekonomi kapital besar tengah diselamatkan. 
Bukan kepentingan ekonomi rakyat. Situasi ini semakin memperjelas sikap 
Pemerintah yang abai terhadap kesehatan maupun kondisi ekonomi rakyat. Oligarki 
telah membajak krisis kesehatan dan Pemerintah yang menjadi bagian dari oligarki 
jelas akan mengamankan kepentingan para oligark (Oligarch First). 



Krisis Kesehatan tapi Stimulus Kesehatan Lambat Cair 

Di tengah mahalnya biaya kesehatan, rapid test yang dikomersialisasikan oleh 
rumah sakit[5], iuran BPJS Kesehatan yang meningkat, Pemerintah justru menunda 
pencairan stimulus kesehatan. Per tanggal 18 Juni 2020, realisasi stimulus 
kesehatan baru mencapai 1,5% dari total Rp87,5 triliun[6]. Menteri Kesehatan yang 
tidak kompeten terus dipertahankan. Rendahnya stimulus menunjukkan Pemerintah 
tidak memandang situasi krisis kesehatan sebagai hal yang urgen untuk ditangani. 
Tenaga medis dibiarkan terlunta-lunta karena insentif nya belum juga turun. Ini 
memicu turunnya moral tenaga medis untuk menangani pandemi Covid-19. 

Sementara masalah yang jadi hambatan realisasi stimulus seperti ego sektoral antar 
lembaga Negara, perang pengaruh antara Pusat dan Daerah, serta menteri yang 
tidak memiliki sense of crisis sudah lama diketahui. Tapi Pemerintahan yang 
inkompeten melahirkan susunan menteri yang inkompeten juga. Akibatnya 
kerusakan yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan membawa korban nyawa manusia 
yang jumlahnya terus meningkat. Hal ini belum menghitung kesiapan Pemerintah 
menghadapi gelombang kedua (second wave) dari penularan pandemi. In the long 
run we are dead! 

Korporasi paling diuntungkan dengan penurunan tarif PPh badan 

Hampir sebagian besar permintaan korporasi-korporasi yang menjadi pendukung 
utama oligarki di akomodir oleh Pemerintah. Salah satu buktinya adalah penurunan 
tarif pajak PPh badan dari 24% menjadi 17% dalam tiga tahun berturut-turut 
dimasukkan kedalam UU No.2 Tahun 2020. Sebelumnya pasal terkait penurunan 
tarif PPh badan ada dalam draft Omnibus Law Perpajakan. Namun, Pemerintah 
mengambil jalan cepat tanpa adanya perlawanan ketika fasilitas korporasi ini masuk 
menjadi UU. 

Apa implikasinya? Tidak ada jaminan korporasi yang mendapatkan insentif 
perpajakan akan mencegah terjadinya PHK massal. Pada tahun 2018, Pemerintah 
sudah memberikan insentif pajak dari Rp221 triliun belanja pajak kepada korporasi. 
[7] Hanya ada beberapa korporasi yang menerima, menjadi bukti bahwa fasilitas tax 
holiday, tax allowances dimanfaatkan segelintir perusahaan. Kemudian yang terjadi 
adalah pertumbuhan ekonomi tetap stagnan, PHK massal terjadi, dan serapan kerja 
tidak optimal. Ini menunjukkan bahwa korporasi yang menikmati insentif pajak tidak 
langsung menyerap tenaga kerja, karena uang bonus pajak lebih dikuasai oleh 
manajemen dan pemilik modal. Korporasi juga dengan mudah melarikan 
keuntungan dan bonus pajak ke negara-negara surga pajak (tax haven) berkaca 
pada keikutsertaan dalam TaxAmnesty yang rendah. 

Implikasi lainnya adalah turunnya rasio pajak secara signifikan. Rasio pajak 
diperkirakan akan menurun tajam dibawah 5% apabila Pemerintah mulai 
memberlakukan penurunan tarif PPh badan. Disaat yang bersamaan defisit APBN 



terus meningkat diatas 6,3% dengan total pembiayaan utang Rpl.039 triliun pada 
tahun 2020[8j. Kondisi ini berbahaya bagi rakyat kecil. Paska pandemi, dengan 
situasi APBN yang tertekan, bukan tidak mungkin Pemerintah akan melakukan 
pemangkasan subsidi secara drastis untuk menyelamatkan anggaran. 

Gambar 1. Perkembangan Rasio Pajak 

Sumber: Kementerian Keuangan 2020 



BUMN sakit-sakitan disuntik, rakyat kapan? 

Perusahaan BUMN mengeluh kesakitan dan antri untuk mendapatkan suntikan 
likuiditas dari APBN. Padahal BUMN banyak yang sudah salah urus jauh sebelum 
pandemi. Sebut saja Krakatau Steel mendapatkan suntikan Rp3 triliun. Padahal 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir posisinya selalu merugi. PLN yang merugi 
akibat proyek 35 ribu MW disuntik Rp5 triliun[9]. Tapi pelanggan mengeluh tagihan 
listrik naik signifikan dimasa pandemi. Alasan PLN tidak dapat diterima nalar, salah 
satunya karena petugas berhalangan hadir, dan ada kenaikan tagihan signifikan 
karena work from home. Intinya PLN sedang mengalami kesulitan keuangan yang 
parah dan membebankan kepada konsumen. Begitu juga dengan Garuda Indonesia, 
tahun 2019 terjadi manipulasi laporan keuangan yang menyulap rugi menjadi untung 
di era menteri BUMN Rini Soemarno. Garuda juga menghadapi skandal 
penyelundupan sepeda Brompton yang langsung dilakukan oleh Direksinya. Tapi 
Garuda mendapatkan dana talangan sebesar Rp8,5 triliun. Jadi semakin korup 
sebuah BUMN, dana talangannya semakin besar. 



Bagaimana dengan BUMN karya dibidang konstruksi? Total dana suntikan kepada 
BUMN karya PT Hutama Karya mencapai 11 triliun[10]. Kondisi keuangan BUMN 
karya tentu menuju pada collapse. Akibat salah melakukan penugasan dengan 
proyek-proyek infrastruktur yang merugikan rakyat disertai komponen bahan baku 
impor yang tinggi serta penggusuran paksa ruang hidup rakyat diberbagai daerah. 
Proyek infrastruktur seperti jalan tol yang hanya terisi 30%, apalagi disaat pandemi 
tingkat keterisian dibawah 10%, dan terbukti angkutan truk tidak banyak yang lewat 
jalan tol. Kegagalan manajemen BUMN lainnya adalah terlalu mengandalkan utang 
sehingga total utang BUMN membengkak sebesar Rp5.600 triliun. Total utang 
BUMN non-finansial mencapai 6,5% dari PDB tahun 2019.[11] Utang tersebut 
dinikmati oleh para rente disekeliling BUMN. Akibatnya pajak rakyat melalui APBN 
yang dikorbankan untuk membayar kerugian BUMN. Ini bentuk ketidakadilan yang 
paling nyata. 

UU No.2/2020 tentang Alokasi APBN berbahaya 

Perlindungan terhadap pejabat yang melaksanakan stimulus dilindungi melalui 
Perpu 1/2020 yang sudah disahkan menjadi UU No.2 tahun 2020. Didalam UU 
tersebut memuat setidaknya tiga ayat yang menjadi dasar kekebalan hukum bagi 
pejabat teknis. Pertama, pasal 27 ayat 1 dimana biaya yang dikeluarkan Pemerintah 
dalam rangka memberikan stimulus bukan termasuk kedalam kerugian Negara. 
Kedua, pejabat pelaksana tidak dapat digugat baik secara perdata maupun pidana. 
Ketiga, pejabat pelaksana tidak dapat digugat pada pengadilan tata usaha Negara. 
Tiga kekebalan hukum ini mempersulit pengawasan publik terhadap Rp695,2 triliun 
stimulus Covid-19. Disaat yang bersamaan revisi UU KPK dan pelemahan 
kepemimpinan KPK ikut membantu memuluskan rencana oligarki dan koruptor untuk 
merampok uang rakyat di saat pandemi. 

Mega Proyek infrastruktur tetap jalan 

Pemerintah mengaku kesulitan untuk membiayai defisit anggaran, tidak mampu 
untuk memberikan pendidikan gratis disaat pandemi. Tapi disisi yang lain mega 
proyek infrastruktur yang mubazir terus dijalankan. Persiapan pindah ibu kota terus 
berjalan, padahal total kebutuhan dana final adalah Rp466 triliun[12j. Bappenas 
masih membahas dengan serius. Terbukti dari pengadaan jasa di LKPP terkait 
desain rumah tapak di ibu kota baru masih berjalan. Ini menjadi bukti bahwa proyek 
mercusuar yang merugikan keuangan negara berjalan tanpa di rem. 

Dalam konstruksi secara umum ada 89 Proyek Strategis Nasional yang berjalan. 
Total anggaran proyek PSN di targetkan Rpl.422 triliun.[13] Mengapa Pemerintah 
memaksa proyek terus berjalan? Karena konsesi terhadap para oligarki sudah 
dibagi-bagi secara rata. Konsesi untuk importir baja, konsesi untuk pabrik semen, 
konsesi untuk rente kredit internasional menjadi rumus baku berjalannya proyek- 
proyek infrastruktur. Kondisi ini harus dicegah karena beban pembiayaan 



infrastruktur akan ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Utang pemerintah terus 
meningkat tapi tidak produktif. 

Kartu Pra Kerja Abal-Abal 

Salah satu program terburuk dan sarat kepentingan oligarki adalah kartu prakerja. 
Permainan tingkat tinggi dimana staff khusus milenial yang memiliki perusahaan 
startup digital berselingkuh dengan pejabat negara. Uang Rp20 triliun dianggap 
sebagai stimulus untuk menghidupkan ekonomi pada saat pandemi.[14] Kartu 
prakerja memang didesain untuk menyelamatkan startup dari kebangkrutan. 
Platform digital yang ditunjuk tanpa pengadaan jasa mengundang pertanyaan, 
apakah ini mega skandal korupsi pertama disaat pandemi? Selain masalah 
pengadaan jasa yang merugikan Negara, sasaran kartu pra kerja juga sengaja 
dibuat tidak fokus.[15] Siapapun bisa mendaftar kartu prakerja padahal masih 
bekerja dan bukan korban PHK. Kartu prakerja menunjukkan bahwa oligarki telah 
berubah bentuk disaat pandemi menjadi oligarki digital. 

Gambar 2. Rilis KPK Temuan Kartu Prakerja 


b. Kemitraan dengan Platform Digital 

i. Kerja sama dengan 8 (delapan) platform digilai tidak melalui mekanisme 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). 

ii. Terdapat konflik kepentingan pada 5 (lima) dari 8 (delapan) Platform Digital 
dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 
pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki 
konflik kepentingan dengan platform digital. 

c. Materi Pelatihan 

• Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. 
Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring 
hanya 13% dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia). 

• Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 
pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian 
dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet Hasilnya 89% dari 
pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org. 

d. Pelaksanaan Program 

i. Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif 
dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan 
tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya 
_ oleh peserta. _ 


Dampak Pandemi bagi Pekerja 



Pandemi setidaknya memberikan beberapa dampak terhadap pekerja. Pertama, 
pemotongan upah dan PHK oleh pengusaha yang sektor-sektornya sangat 
terpengaruh oleh pandemi. Dalam Surat Edaran No.M/3/HK.04/l 11/2020 tentang 
Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha, dituliskan bahwa upah 
pekerja akan ditanggung jika pekerja tersebut masuk dalam kategori Orang dalam 
Pengawasan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), atau pasien positif 
COVID-19. Bagi pekerja yang tidak pergi ke tempat kerja karena pembatasan- 
pembatasan yang diberlakukan Pemerintah, upah pekerja akan ditentukan 
berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja. Hal ini 
dikhawatirkan akan mempermudah proses PHK dan pengurangan upah bagi 
pekerja. Kedua kebijakan ‘work-from-home’ yang bermasalah melihat tidak semua 
sektor memungkinkan pekerja untuk bekerja dari rumah. Ketika pekerja memilih 
untuk tidak masuk kerja, muncul ancaman pemotongan upah atau pemotongan cuti 
oleh perusahaan. Ketiga, rangkaian kebijakan dan respon pemerintah terhadap 
COVID-19 menempatkan pekerja informal, pekerja harian lepas, dan pekerja 
berpenghasilan rendah dalam posisi rentan karena tidak difasilitasi oleh jaminan 
sosial. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 57% populasi Indonesia 
pada tahun 2019 bekerja di sektor informal, dan kebanyakan pekerja informal tidak 
dilindungi oleh jaminan sosial. 
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Pendidikan untuk Semua 

No Business, No Barrier, No Borders 

" Maksud pengadjaran dan pendidikan jang berguna untuk 

perikehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggauta dari 
persatuan (rakjat), Oleh karena pengadjaran itu makin tinggi makin lebih banjak 
pengaruhnja terhadap kemerdekaan manusia, haruslah pengadjaran bagi rakjat 
dipertinggi sepantasnja Ki Hadjar Dewantara 


A. Tinjauan Ekonomi Politik : Kondisi Umum Pendidikan di Indonesia 

Perguruan tinggi menjadi ruang perebutan basis sumber daya, kekuasaan 
(birokrasi-politik) dan medan transmisi ekonomi (pasar). Ditengah intervensi 
kebutuhan dan perkembangan kapitalisme (modal) sebagai aktualiasi paham 
neoliberalisme pasca industri (post-fordisme), berbagai pembaharuan kebijakan 
pendidikan tinggi disokong oleh pasar global dan secara taktis mengurangi anggaran 
subsidi. Neoliberalisme telah merestrukturalisasi institusi pendidikan tinggi : negara 
lepas tanggungjawab dasarnya, menimbulkan pertentangan regulasi, bias tata kelola 
organisasi, outsourching pekerja akademik, komodifikasi penelitian, mekanisasi 
metode belajar dan [jelas] semakin mahalnya biaya perkuliahan. Dalam bahasa 
yang lebih ringkas terjadi privatisasi, komersialisasi dan dehumanisasi - melahirkan 
‘precarity’ dan ‘proletariatisasi’ secara massal. 

Sebagaimana Robinson dan Hadiz menunjukan bahwa upaya untuk 
memahami dinamika sosial dan politik disuatu negara tidak bisa dilepaskan dari 
kerangka besar perkembangan kapitalisme di negara tersebut (Mudhofir dan Potoh 
eds ., 2020 : 29). Dalam kerangka kapitalisme maka universitas ditempatkan sebagai 
sebuah korporasi yang bergerak pada industri jasa pendidikan. Pendidikan tinggi 
sebagai jatung dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi direorgansiasi 
ulang, di satu sisi digunakan untuk menopang akumulasi kapital global dan disisi lain 
sisi sebagai perangkat menundukan gerakan anti-kapitalis maupun emansipasi 
pengetahuan yang lebih humanis. Transformasi dan siklus ini setidaknya 
memperlihatkan dua realitas utama, yaitu : (1) transformasi universitas sebagai 
bagian dari konfigurasi industrial dalam kapitalisme kognitif dengan jaringan kapital 
global; (2) pendisiplinan, penundukan dan normalisasi elemen-elemen dalam industri 
pendidikan. Karenanya, kapital menjadi lebih intelektual, sementara universitas 
semakin industrial (Kontinum, 2013) 

Padahal seyogyanya pendidikan menjadi ruang memperjuangkan kaum 
tertindas (Freira, 2008), memanusiakan manusia (Driyarkara, 2013) dan 
memerdekakan manusia (Dewantara, 1962) . Sebagaimana amanat Pembukaan 
UUD 1945 bahwa pendidikan harus berdiri di atas semangat gelora “mencerdaskan 
kehidupan bangsa” tepat setelah “memajukan kesejahteraan umum” sebagai salah 
satu kewajiban negara Indonesia. Tetapi, pendidikan tinggi di Indonesia dari masa 
Orde Baru hingga era reformasi masih menyisakan permasalahan seperti 



cengkereman birokrasi pemerintah, membengkaknya biaya pendidikan, 
marginalisasi lapisan miskin, kualitas pendidikan yang rendah, mutu penelitian dan 
karya serta budaya akademik yang masih rendah (Nugroho, 2006 : 155). 

Kini, kita telah hidup di negara yang mulai menjauh dari "janji 
kemerdekaanya”—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan ekonomi 
tidak lagi di rel ‘ekonomi kerakyataan’ ala Bung Hatta, kebutuhan dasar tidak lagi 
menjadi tanggungjawab negara tetapi sepenuh diserahkan ke dalam kehendak 
pasar - meminjam istilah dari Bung Karno sebagai imprealisme ekonomi. Ekonomi 
makro global menjadikan privatisasi pendidikan sebagai pasar yang menjanjikan, 
membuat aset publik menjadi outsource. Hubungan antara negara dan pendidikan 
menjadi paradox (Harvey, 2005). Secara umum neoliberalisme adalah teori praktik 
ekonomi-politik yang percaya bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan 
dengan hak properti yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas (Harvey, 
2005). Namun, para teoritikus maupun agen ekonom pro pasar umumnya tidak 
pernah mengulas aspek ekonomi politik dari pembangunan itu sendiri—seolah 
memisahkan antara pasar, negara dan pembangunan; mewacanakan keadilan dari 
ketidakadilan konstan yang diciptakan neoliberalsme tanpa menawarkan perubahan 
secara fundamental hubungan sosial yang menimbulkan ketidakadilan ini, yaitu 
neoliberalisme itu sendiri. Mereka tidak pernah merekomendasikan pembangunan 
negara kesejahteraan, memodifikasi struktur kepemilikan modal yang mendukung 
sektor publik, menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan, atau mempromosikan 
layanan publik—apalagi berdebat mendukung pembangunan yang direncanakan 
oleh negara; sebaliknya argumen yang ada selalu menyiratkan bahwa negara harus 
sepenuhnya tunduk kepada kekuatan dominan modal global dan membantu 
akumulasi kapital (Herrera, 2006). 

Secara kelembagaan dan regulasi agenda neoliberal ini kemudian dipertegas 
pada saat perjanjian internasional di bidang perdagangan jasa yang dihasilkan oleh 
World Trade Organization (WTO) dalam General Agreement on Trade in Service 
(GATS). Indonesia sendiri meratifikasi melalui UU No 7/1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade . Jasa komersial artinya adalah 
menjadikan pendidikan sebagai sebuah komoditas, objek transaksi dalam pasar 
kapitalisme. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Dikti). UU Dikti ini, adalah kepanjangan dari proyek Indonesia 
Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) dari Bank 
Dunia, disertai pembentukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 
UU Dikti memberikan keleluasaan "otonomi” perguruan tinggi untuk mengatur 
manajemen kampus. Otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibagi menjadi Pola 
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN-Badan Hukum, sedangkan 
otonomi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditentukan oleh BP-PTS. Meskipun dalam 
praktiknya otonomi ini bersifat bias dan mengalami kontradiksi, dalam aspek 
penganggaran dan keuangan kampus didekte untuk menganut sistem neoliberal dan 
bekerja dengan logika korporasi (bisnis), namun dalam birokrasi kampus begitu 
post-otoritarian (Rakhmani, 2019)—termasuk kontrol politik suara Kemenristekdikti 
(kini Kemendikbud) yang berbobot 35% dalam suara pemilihan rektor. Pada akhirnya 
baik PTN-BLU, PTN-BH maupun PTS makna penyelenggaraan pendidikan tinggi 



sebagai public Service yang berorientasi nirlaba menjadi kabur dan berpotensi tinggi 
pada praktik komersialisasi. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan holding company 
disemua jenis kampu tersebut seperti Gama Multi Group (UGM), PT.LAPI (ITB), PT 
Daya Makara (UI) dan PT.Bogor Life Science and Technology (IPB) 


B. Instrumen Hukum Internasional : Pendidikan Tinggi Gratis sebagai Hak 
Asasi Manusia 

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM (Hak Atas 
Manusia) adalah hak-hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa sehingga wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah 
dan setiap orang . Pendidikan, secara spesifik akses terhadap pendidikan bagi 
setiap warga negara dalah bagian dari HAM yang harus disediakan negara. 
Berbagai instrumen internasional mengenai Hak Atas Pendidikan ini sejatinya telah 
ada dan sudah seyogyanya Indonesia melaksanakanya, di antaranya 

1. Universal Declaration of Human Rights (Pasal 26) : “setiap orang berhak 
mendapatkan pendidikan” 

2. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Pasal 
13) : “....Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of 
capacity by every appropriate means, and in particular by the Progressive 
introduction of free education; “ 

3. Convention On The Rights Of The Child 1989 (Pasal 28) ; “ negara wajib 
membuat pendidikan yang lebih tinggi agar tersedia bagi semua berdasarkan 
kemampuan dengan semua cara yang layak” 

4. International Convention on The Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 1965 : “ ..negara wajib untuk memenuhi pendidikan dalam 
kaitannya untuk melindungi warga negara dari berbagai diskriminasi rasial yang 
ada (Pasal 5)...menggunakan sarana yang memadai untuk menghapus segala 
bentuk diskriminasi rasial salah satunya melalui pemenuhan hak atas pendidikan 
bagi seluruh warga negaranya (Pasal 2) 

Instrumen The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
ini secara lebih detail dijelaskan dalam General Comments Nomor 13 (Pasal 13; E/ 

C. 12/1999/10). Sedangkan dalam Butir 14 disebutkan Progressive introduction of 
free education” means that while States must prioritize the provision of free .. higher 
education”. Genernal Comment ini juga mengatur kewajiban umum negara yang 
terdiri dari (Firnanda, 2017): (1) Butir 43, kewajiban ratifikasi aturan untuk pendidikan 
non-diskriminasi dan pengenalan biaya pendidikan gratis secara bertahap 
—sengaja, konkrit, dan terarah; (2) Butir 44, realisasi hak atas pendidikan dari waktu 
ke waktu harus progresif, —bergerak seefektif mungkinll menuju realisasi penuh. 
(3) Butir 47, menghindari ancaman atau hambatan yang dapat mengganggu atau 
menghilangkan kenikmatan merasakan hak atas pendidikan. Adapun kewajiban 
negara secara spesifik diatur dalam Specific Legal Obligations (kewajiban hukum 
yang spesifik) terdiri dari: (1) Butir 49, memastikan kurikulum di seluruh jenjang 
pendidikan agar tersedia dalam berbagai bentuk, sistem yang transparan dan efektif 



untuk memantau ketercapaian tujuan pendidikan; (2) Butir 50, menghargai, menjaga, 
dan memenuhi ukuran-ukuran pemenuhan hak atas pendidikan (ketersediaan, 
aksesibilitas, penerimaan, dan adaptabilitas); (3) Butir 52, merealisasikan higher, 
secondary dan fundamental education .; (4) Butir 54, menciptakan —standar 
minimum pendidikanll dan membuat sistem yang transparan dan efektif untuk 
mengawasi standar tersebut; (5) Butir 56, seluruh negara peratifikasi untuk bekerja 
sama untuk memenuhi hak atas pendidikan. 

Dalam General Comments Nomor 13 : The Rights to Education (article 13 of the 
Covenant) E/C. 12/1999/10 yang merupakan penjelasan dari article 13 of 
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dijabarkan lebih 
lanjut mengenai empat kriteria pemenuhan hak atas pendidikan (Butir 6 General 
Comments), dikemukakan oleh Katarina Tomasevski selaku United Nations Special 
Rapporteur menyampaikan preliminary report-nya tentang hak atas pendidikan 
kepada Commission on Human Rights United Nations pada 8 Desember 1999 yaitu: 
(1) Availability : functioning educational institutions and programmes have to be 
available in sufficient quantity within the jurisdiction of the State party; (2) 
Accessibility : non-discrimination, physical accessibilit, economic accessibility - “ 
primary education shall be available “free to all” States parties are required to 
progressively introduce free secondary and higher education“; (3) Acceptability; (4) 
Adaptability: adapt to the needs of changing societies and communities and respond 
to the needs of students within their diverse social and cultural settings”. Indikator 
akan capaian hak atas pendidikan ini juga diperkuat oleh KOMNAS HAM dengan 
memberikan kriteria : aksesibiltas, fasilitas, konten kurikulum, kemampuan pengajar, 
ketersediaan pelatihan, dan kesejahteraan untuk semua (Komnas HAM, 2005). 

Dalam konteks nasional perihal HAM, Indonesia secara administartif sudah 
meratifikasi beberapa instrumen tesebut melalui UU No 39/1999 (Hak Asasi 
Manusia); UU No 39/1999 dan UU No.23/2002 (Perlindungan Anak, Perlindungan 
Hak Pendidikan). Hal ini juga sudah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28C : 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 
dan demi kesejahteraan umat manusia”; Pasal 31 : "Setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan”. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.20/2003 (Sistem 
Pendidikan Nasional), Pasal 5 Ayat 1 : "... prinsip pendidikan tinggi yaitu 
—demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan Pasal 6 " keberpihakan 
pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi”. 

Maka jika merujuk pada landasan hukum ini tidak ada alasan bagi pemerintah 
Indonesia abai memberikan jaminan dan mewujudkan pendidikan gratis untuk 
semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMAdan Perguruan Tinggi. 


C. Kondisi Aktual Pendidikan Tinggi di Indonesia Kini 

Pada tahun 2018 tercatat jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 
4.670, terdiri dari 122 perguruan tinggi negeri dan 3.171 perguruan tinggi swasta 
dengan total jumlah mahasiswa terdaftar 8.043.480 orang (PTN : 2.492.103 orang 
dan PTS 4.459.021 orang). Berdasarkan laporan Human Development oleh United 



Nations Development Program dalam kategori Education Achievements, Indonesia 
menempati urutan ke-103 dari 188 negara dan masuk dalam kategori medium 
human development (UNDP, 2016). Education Achievements merupakan indikator 
yang mengukur kualitas dan kuantitas pendidikan di suatu negara. Dengan 
ditempatkannya Indonesia di urutan ke-103, ranking tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia masih di bawah rata-rata. Sedangkan 
angka partisipasi kasar mahasiswa (umur 19-23) pada tahun 2019 mengalami 
penurunan di point 30,28% dari 31,5% tahun 2017. Ini tidak lepas dari kenaikan 
setiap tahunnya rata-rata biaya kuliah, Indonesia menempati peringkat 11 dunia 
dalam daftar negara dengan biaya pendidikan tertinggi. Sebagai contoh DIY yang 
dilabeli kota pendidikan dan kota pelajar, berdasarkan Kajian Ekonomi dan 
Keuangan Regional DIY 2017 dari Survei Bank Indonesia menyebutkan bahwa nilai 
rata-rata biaya kuliah di Yogyakarta naik drastis pada 2014-2015, biaya kuliah 
mahasiswa naik 53% (diploma), sedangkan jenjang sarjana naik sebesar 18%. 
Salah faktor kenaikan biaya kuliah ini adalah menggelembungnya nilai uang kuliah 
melalui kebijakan UKT di sejumlah kampus negeri pada 2015 [1]. Adapun rilis yang 
dikeluarkan BUMN Jiwasraya pada tahun 2018, rata-rata secara nasional kenaikan 
biaya pendidikan pertahun diperkirakan mencapai 15%, sedangkan kenaikan gaji 
para pekerja pertahun hanya sebesar 7%, secara konstan tiap interval waktu lima 
tahun rata-rata tertinggi biaya kuliah perguruan tinggi negari akan terus mengalami 
kenaikan lebih dari 100%. Angka inflasi pendidikan di Indonesia juga sangat tinggi 
mencapai 15-20% bila dibanding luar negeri yang hanya sekitar 3-5% [2]. Dengan realitas 
kenaikan biaya kuliah naik berkali lipat, sedangkan kenaikan upah pekerja stagnan, 
maka sudah pasti akses pendidikan bagi semua anak bangsa akan terancam. 
Permasalahan tidak sampai disini, klaim Uang Kuliah Tunggal sebagai pembiayaan 
‘tunggal’ tidak sepenuhnya dilakukan, mahasiswa masih dibebankan biaya 
pembeliaan alat praktikum, Kuliah Kerja Nyata (KKN), wisuda- seharusnya sudah 
masuk kedalam klaim pembiayaan akademik melalui UKT. Termasuk 
maladministrasi penetapan biaya UKT yang melebihi batas/lebih tinggi dari Biaya 
Kuliah Tunggal (BKT). 

Dari aspek anggaran, pemerintah Indonesia tidak menempatkan pendidikan 
sebagai sektor prioritas, klaim realisasi 20% tidak murni untuk pengajaran tetapi 
termasuk biaya adminsitratif dan operasional. Faktanya APBN justru dihambur- 
hamburkan untuk sektor keamanan dan pertahanan (militersitik), RAPBN Tahun 
2020 misalnya, alokasi untuk Kementerian Pertahanan Rpl 31.182.597.806 dan 
Kepolisian Rpl 04.697.223.353, bandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Rp36.301.176.353. Untuk memenuhi kebutuhan biaya, Jokowi pada 
Maret tahun 2018 meminta agar bank-bank Indonesia menyalurkan kredit ke sektor 
pendidikan khusus layaknya 'student loan' di Amerika Serikat (US), per April 2018 
tercatat tiga bank (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN) meluncurkan program kredit 
pendidikan [3] Padahal kebijakan ini sebagaimana pengusulnya dari Amerika Serikat 
mengalami berbagai kasus dan mengalami penolakan publik. Hutang pendidikan 
mahasiswa US naik tiap tahun mulai dari $ 830 milliar (2010), $ 1,3 trilliun (2015), 
dan $ 1,4 trilliun (2016), nominal 2016 ini jika dirupiahkan setara Rp 
19.242.987.995.448.210.00 (kurs rupiah 13.744,99) [4]. Implikasinya pasca lulus 
mahasiswa di US memiliki tanggungan cicilan yang baru lunas ketika berumur 50 
tahunan atau bahkan tidak bisa melunasi, dilain sisi universitas akan mengarahkan 
ke perbanka dengan bunga yang tinggi karna akan mendapatkan sharing fee. Alhasil 
universitas memiliki satu karakter mental yang sama dengan penjudi kompulsif dan 



royalti yang diasingkan : tidak pernah ada cukup uang untuk memuaskan keinginan 
mereka. 

Adapun dalam ruang demokrasi dan kebebasan akademik, "kontribusi” 
mahasiswa melalui pembayaran biaya kuliah yang begitu mahal dan menopang 
anggaran kampus—tidak berkorelasi dengan jaminan ruang aspirasi dan keamanan 
atas dirinya. Aspirasi sebatas tuntutan permintaan transparansi anggaran 
pendidikan, keringanan biaya kuliah dan perbaikan fasilitas kampus berbuntut pada 
surat Drop Out (DO), represi hingga jeruji besi. Tercatat di masa Menteri Nadiem 
Makarin represi terhadap mahasiswa yang beraspirasi terhadap hal tersebut seperti 
yang terjadi pada 11 mahasiswa Universitas Darma Persada Jakarta yang diberikan 
Surat Peringatan, skorsing 9 mahasiswa Univ.Bina Insan; DO terhadap 4 
mahasiswa Univ.Khairun Maluku, 28 mahasiswa UKI Paulus Makasar, 1 mahasiswa 
Univ.Bunda Mulia Jakarta; dan 28 mahasiswa Universitas Nasional Jakarta 
dipanggil ke kepolisian (Lokataru, 2018). Dalam wujud setengah fasis, pendisiplinan 
dengan kekerasan hadir dalam bentuk represi aparat keamanan (Zetkin, 2020) baik 
dari SKK kampus maupun satuan kepolisian terhadap demonstrasi mahasiswa. 

D. Perbudakan Modern ala Kampus Merdeka 

Neo-liberalisme pendidikan tinggi, dalam wajah terbaru kini hadir melalui 
kebijakan Kampus Merdeka. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan yang memang 
memiliki latar belakang industri, melalui kebijakan Kampus Merdeka-nya ingin 
menjadikan pendidikan tinggi sebagai lahan industri produktif. Di mana kampus 
bukan sekedar dijadikan pabrik pencipta tenaga kerja, tetapi juga dijadikan institusi 
yang berbasis bisnis. Alhasil, keuntungan secara modal lah yang kini sedang dikejar- 
kejar oleh kampus. Padahal kita tahu, dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional 
Tahun 2003, jelas bawa institusi pendidikan adalah lembaga nirlaba, yang artinya 
tidak mengejar keuntungan. Kampus Merdeka, akan mendorong jutaan mahasiswa 
masuk ke dalam kelas proletar [5] Alhasil predikat kampus industri pun akan 
semakin melekat di tubuh perguruan tinggi Indonesia. Karena, sebelumnya telah 
membebankan biaya riset kepada perguruan tinggi, perusahaan juga akhirnya harus 
membebankan biaya kebutuhan pemagang ke negara, yang sebenarnya adalah 
hasil dari uang rakyat [6]. Persekutuan perusahaan dengan universitas dengan 
transaksi uang’ tidak menjadikan universitas dapat mengalokasikan untuk kegiatan 
research yang berhubungan dengan apa yang mereka percaya atau berguna, 
sebaliknya bertujuan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan 
kekayaan, menuju logika kompetisi dan profit (Callinicos, 2006). 

Dalam Kampus Merdeka, terdapat empat agenda utama : (1) perguruan tinggi 
memiliki otonomi atau keleluasaan dalam pembukaan program studi baru; (2) 
kemudahan proses akreditasi perguruan tinggi; (3) memberi kemudahan bagi 
perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja untuk 
menjadi perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) dan (4) kebijakan bagi 
mahasiswa untuk mengambil 40 SKS (2 semester) di luar perguruan tinggi ditambah 
20 SKS (1 semester) dengan prodi berbeda di perguruan tinggi sendiri. Empat poin 
dalam Kampus Merdeka tersebut mengacu pada Permendikbud No.3, 4, 5, 6, 7 
Tahun 2020. Termasuk adanya pemagangan selama 3-5 semester di industri, 
kamunflase mendapatkan tenaga ‘kontrak”murah bahkan gratis tanpa jaminan 
sosial. Kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Kampus Merdeka itu sama 
dengan Undang-Undang Omnibus Law : memberikan kemudahan bagi investor 
untuk berinvestasi dalam mencari keuntungan modal yang sebesar-besarnya. 



Korporasi sektor swasta melihat perlunya lembaga pengetahuan yang mampu 
memberikan input yang lebih baik dan siapa yang dapat memainkan peran dalam 
"mendidik" para pemimpin dan masyarakat tentang dampak kebijakan terhadap 
investasi langsung asing dan nasional dalam pasar global (Althusser, 1971). 

Dalam Kampus Merdeka, tidak hanya perguruan tinggi berbadan hukum yang 
diberikan keleluasaan dalam membuka prodi baru. Tetapi, perguruan tinggi yang 
berstatus BLU dan Satker juga diberikan kemudahan dalam membuka prodi baru, 
syaratnya adalah berakreditasi A atau B. Alasan rezim, melalui Nadiem dalam 
peluncuran kebijakan Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020 lalu adalah, supaya 
perguruan tinggi dalam membuka link and match dengan perusahan-perusahaan 
ada dan mendukung kegiatan industri. Hal tersebut membuat perguruan-perguruan 
tinggi BLU dan Satker dalam Kampus Merdeka akan mengupayakan segala cara 
untuk dapat membuka prodi baru. Pembukaan prodi baru tentu tidak dapat dilakukan 
dengan anggaran yang minim. Perguruan tinggi butuh anggaran untuk membangun 
gedung, butuh anggaran untuk menyusun kurikulum dan banyak anggaran-anggaran 
lainnya dibutuhkan dalam pembukaan prodi baru. Perguruan tinggi berstatus BLU 
dan Satker dengan anggaran yang belum sebesar dan seotonom PT/N-BH, akan 
berusaha mencari anggaran sebanyak-banyaknya supaya bisa membuka prodi baru. 
Hal tersebut bisa dilakukan dengan meninggikan biaya kuliah bagi mahasiswa atau 
mencari modal dari suntikan para investor. Selain itu, perizinan pembukaan prodi 
baru dalam Kampus Merdeka juga tidak selama dalam kebijakan sebelumnya. Jika 
dalam kebijakan sebelumnya butuh waktu sekitar enam sampai dua belas bulan 
dalam proses perizinan pembukaan prodi baru, kini di Kampus Merdeka hanya 
membutuhkan waktu sekitar lima belas hari kerja [7] 

E. Pendidikan Gratis itu Realistis : Masa Pandemi Hingga Nanti 

UNESCO (2019) merilis bahwa akan ada 300 juta siswa/mahasiswa yang hak- 
hak pendidikannya terancam selama pandemi. Dalam hal kegiatan belajar mengajar 
dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dari Sekolah Dasar (SD) hingga PT. 
Alhasil, biaya operasional fasilitas kampus banyak terpotong mulai dari listrik, 
internet, dan juga kebersihan. Di satu sisi PJJ sendiri mengalami banyak kendala. 
Selain karena keterbelakangan kemampuan para pendidik dalam mengakses 
teknologi, PJJ juga mengalami kendala karena Indonesia sendiri adalah negara 
yang mematok tarif internet termahal. Lebih mahal dibandingkan dengan Singapura, 
Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Di satu sisi, kecepatan internet rata-rata di 
Indonesia berada pada angka 20,1/Mbps. Membuat Indonesia berada di urutan 113 
dalam hal kecepatan akses internet. Padahal soal internet sendiri, ditengah pandemi 
Covid-19 Pemerintah Malaysia mensubsidi internet gratis senilai Rp2,2 triliun 
(Speedtest, CupoNation, 2020 ) 

Kondisi ekonomi yang terpuruk serta terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
di berbagai sektor ekonomi, mengakibatkan mahasiswa bingung dengan kondisi di 
semester baru ke depannya. Kampus justru tidak memberikan kejelasan terkait 
model perkuliahan selanjutnya. Sebagai contoh UGM misalnya sudah “semangat” 
memastikan sistem pembayaran UKT secara penuh melalui Surat Keputusan Rektor 
No. 754/UNI.P/KPT/HUKOR/2020 Tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya 
Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021. Padahal 
sebelumnya melalui Surat Edaran No. 3711/UNI .P/SETR/KR/2020 mengenai 
Pedoman KBM dalam Masa Pandemi Covid-19 dengan prediksi tiga skenario, yaitu; 



Skenario Optimistik (berakhir Juni 2020), Skenario Moderat (berakhir September 
2020), dan Skenario Pesimistik (berakhir Desember 2020). Tiga skenario tersebut 
menghasilkan pedoman proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam 3 bentuk, 
yaitu: Fase Tanggap Darurat (gabungan tiga skenario), Fase Pemulihan dan Fase 
Normal Baru. 

Dalam kerangka menanggapi dampak situasi darurat pandemi pada sektor 
pendidikan, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, Pasal 9 Ayat 
(4) mengatur bahwa mahasiswa dapat mengangsur, mengubah kelompok UKT, 
dikurangi dan dibebaskan biaya UKT-nya bila memenuhi syarat di antaranya bila 
perekonomian mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayai mahasiswa 
terdampak pandemi. Kebijakan model ini sejatinya adalah kebijakan normal yang 
sudah ada sebelumnya, bukan mekanisme alternatif dalam situasi krisis sebagai 
skema exit dan voice. Pada praktiknya agenda pengusulan keringanan UKT ini 
sudah dilakukan lembaga mahasiswa kampus setiap pergantian semester dan 
umumnya terbatas hanya memfasilitasi 5-15 mahasiswa per fakultas. Sedangkan 
dalam konteks PTS, Kemendikbud mewacanakan pengalokasian anggaran sebesar 
1 Triliun guna membantu 410 ribu mahasiswa atau 2,4 juta untuk setiap mahasiswa 
pada semester gasal 2020. Namun kebijakan ini berwatak diskriminatif karena 
membatasi jumlah penerima bantuan, sedangkan jumlah total mahasiswa Indonesia 
adalah sebanyak 6.951.124 atau hampir 7 juta pada 2018. 

Tidak hanya mahasiswa, masalah serupa juga dihadapi karyawan, dosen 
maupun guru di setiap jenjang pendidikan. Sebagai contoh yang terjadi di Jakarta 
berdasarkan keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah DKI 
Jakarta yang menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen PTS terdampak pandemi. 
Akibatnya, perekonomian PTS berskala kecil menjadi lesu hingga menyebabkan 
kesulitan dalam membayar gaji dosen dan karyawan. Bahkan diprediksi akan terjadi 
hingga satu sampai dua bulan ke depan. Sama halnya seperti di Jakarta, kondisi 
PTS di Yogyakarta terwakili melalui pernyataan Rektor Universitas Widya Mataram 
yang menyatakan bahwa lesunya perekonomian akibat pandemi dan banyak 
mahasiswa yang belum mampu membayar uang kuliah, maka dengan terpaksa 
pada semester depan dosen dan karyawan harus rela menerima upah tidak 100 
persen. Belum lagi, dari survei 66 PTS Yogyakarta, hanya 11 persen PTS yang 
masih bertahan tanpa masalah keuangan di tengah pandemi sampai Desember 
2020. Tentu dengan permasalahan serius ini para dosen dan karyawan makin rentan 
dengan pemotongan upah, tidak diupah, dan bahkan mungkin ter-PHK. Diperkirakan 
56% sekolah swasta di Indonesia juga mengalami kesulitan finansial akibat 
pandemi. Belum lagi, telah menjadi rahasia umum bahwa guru honorer yang 
mendapatkan gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Alokasi dana BOS dalam 
APBN 2020 meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 54,32 triliun 
untuk 45,4 juta jiwa. Kenaikan ini salah satunya untuk harga satuan per peserta 
didik. Jenjang SD, SMP, dan SMA meningkat sebesar Rp 100 ribu. Setiap peserta 
didik di masing-masing jenjang akan mendapatkan Rp 900 ribu, Rp 1,1 juta, dan Rp 
1,5 juta per tahun. Kenaikan dana BOS ini juga sudah mencakup alokasi 
pembayaran guru honorer. Kebijakan ini tidak efektif karena dana BOS sendiri 
dipergunakan untuk membiayai banyak kebutuhan operasional sekolah yang lain. 
Ditambah ada peluang kecurangan yang mungkin saja terjadi di lapangan sehingga 
menurut kami pemerintah sudah seharusnya membayarkan gaji tersebut secara 
langsung. 



Jika jumlah dosen PTN dan PTS sekitar 250.000 dengan rata-rata gaji pokok 
sekitar Rp 7 juta per bulan, maka pemerintah hanya membutuhkan dana pendidikan 
sekitar Rp 21 triliun per tahun untuk memberikan gaji pokok dosen. Terkait guru, jika 
diasumsikan gaji pokok guru pada berbagai jenjang pendidikan adalah Rp 5 juta 
setiap bulannya dengan jumlah total sebanyak 3.357.935 dibutuhkan sekitar 
anggaran sebesar Rp 201,476 triliun per tahunnya. Kemudian, jika dijumlahkan gaji 
pokok dosen dan guru yang harus dibayarkan oleh negara sebesar Rp. 222,476 
triliun per tahunnya. Tentu tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak segera 
membayarkan gaji pokok tenaga pendidik. 

Asumsi kebutuhan dana yang dibutukhkan jika UKT 2 semester digratiskan di 
PTN maupun PTN secara keseluruhan (universal) 

Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020 perihal perubahan postur dan rincian 
APBN 2020, Dana Pendidikan berjumlah Rp 522,7 triliun dan Dana Abadi Perguruan 
Tinggi berjumlah Rp 5 triliun. Adapun UKT PTN (termasuk politeknik, akademi dan 
sekolah sekolah kedinasan) nilai UKT terendah sebesar Rp 450.000 (Politeknik 
Negeri Banjarmasin) dan UKT tertinggi Rp 25.000.000 (Universitas Sam Ratulangi), 
dari kedua sampel UKT ini didapatkan nilai Rp.12.950.000 (Mean) dan Rp 4.000.000 
{Median), asumsi menggunakan Median. Maka total kebutuhan UKT PTN Rp 32,1 
triliun (1 semester) dan PTS Rp 64,3 triliun (2 semester) 

Jika mengunakan asumsi A dimana UKT rata-rata Rp 4.000.000 maka total 
kebutuhan UKT PTN dan PTS sebesar Rp 32,1 triliun (1 semester) dan Rp 64,3 
triliun (2 semester), total realisasi anggaran ini setara 12,3% dari total dana 
pendidikan tahun 2020. Sedangan jika mengunakan asumsi B dimana UKT rata-rata 
Rp 6.000.000 maka total kebutuhan UKT PTN dan PTS, total anggaran yang 
dibutuhkan Rp 48,2 triliun (1 semester) dan Rp 96,5 triliun (2 semester), setara 
18,4% dari total dana pendidikan tahun 2020 

Dalam realisasi teknis, subsidi pendidikan langsung ini ditransfer ke tiap akun 
tagihan mahasiswa untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan anggaran 
subsidi untuk operasional kampus lainnya. Subsidi ini berlaku universal tanpa 
mahasiswa perlu pengajuan keringanan. Untuk sumber pendanaan jangka pendek, 
kebutuhan dana ini bisa diambil dari : (1) Pajak Penghasilan (PPh) badan sebagian 
dari Rp 703,3 triliun di 2020; (2) Pajak Penjualan Barang Mewah Impor Rp4,7 triliun; 
(3) Pembangunan Ibu Kota Baru Rp 466 triliun; (4) Dana Bagi Hasil SDA (Migas, 
Batubara, Kehutanan): Rp 31,4 triliun; (5) Pembubaran BPIP Rp 217 miliar; (6) 
Pembubaran Menko Maritim Investasi Rp 271 miliar; (7) LPDP (Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan) total dana kelolaan Rp51,1 triliun; (8) Pengalihan anggaran 
Kementrian/Lembaga yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dasar selama 
pendemi (pangan, pendidikan, kesehatan) selama pandemi seperti Kementrian 
Pertahanan dan Kepolisian RI 

Dalam jangka panjang kebutuhan anggaran ini dapat dilakukan melalui pajak 
progresif, mengingat ketimpangan ekonomi dan penguasaan aset di Indonesia 
begitu timpang, menempati peringkat ke -4 di dunia. Di sisi lain 4% aset orang 
terkaya di Indonesia setara total pendapatan 40% orang termiskin (100 juta orang) 
[Lowy institute, 2020]; Laporan Akhir TNP2K RI 2014-2019 menyeburkan 1% orang 
terkaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional; dan Forbes 2019 merilis 50 
orang terkaya di Indonesia total kekayaanya 1.884,4 Triliun, mereka hanya 
berkontribusi terhadap penerimaan pajak 0,8% atau 1,6 Triliun. Realitas ini 



menujukan bahwa bumi, air, udara dan seisinya hanya dimiliki segelintir oran saja, 
maka redistribusi melalui negara adalah hal yang urgen untuk dilakukan. Salah satu 
alternatifnya bisa melalui pajak progresif, skema pajak progresif telah berhasil 
diterapkan di berbagai negara-negara Skandinavia dan Jerman, melalui pajak 
penghasilan mencapai 45%, realokasi pendapatan tersebut digunakan untuk 
membiayai layanan kesehatan dan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi 
secara gratis kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Sebagai contoh, 
Otoritas Pajak (Federal Central Tax Office) di Jerman membedakan tarif pajak 
penghasilan badan menjadi dua kategori yaitu tarif pajak penghasilan badan yang 
dipungut oleh pemerintah pusat sebesar 15% dan tarif pajak penghasilan badan 
yang dipungut oleh pemerintah daerah sebesar 14% - 17%; ditetap pajak tambahan 
solidarity surcharge dan trade tax yang akan dibayarkan bersamaan dengan PPh 
badan, sehingga tarif pajak efektif yang akan dibayarkan oleh perusahaan sebesar 
30% - 33%. Adapun, untuk pajak penghasilan orang pribadi ditetapkan secara 
progresif mulai dari tarif 0%, 14%, 42% dan tarif teringgi sebesar 45%. Federal 
Central Tax Office menetapkan tarif PPN sebesar 19%, namun pengurangan 
sebesar 7% untuk PPN diberlakukan bagi beberapa jenis barang dan jasa seperti 
bahan makanan, peralatan medis, buku, dan lain-lain (news.ddc). Di gagas sejak era 
1970-an dan melalui aksi massa serta petisi lebih dari 70.000 orang semua jenjang 
sarjana di Jerman gratis pembiayaanya. [8] 


F. Simpulan dan Tuntutan 

Demonstrasi besar diberbagai belahan dunia yang kini menguat dalam berbagai 
macam isu tuntutan, mulai dari ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan yang 
massif hingga pemotongan secara drastis alokasi anggaran untuk pendidikan dan 
pelayanan publik—sebuah korupsi finansial yang menurunkan kebermanfatan 
sosial dan meningkatkan biaya pendidikan (Giroux, 2014) 

Praktek neoliberalisme pendidikan yang semakin digenjot oleh pemerintah 
dengan berbagai bentuk kebijakannya, di masa pandemi hal tersebut sama sekali 
tidak berguna, dan tidak dapat menyelesaikan problem mendasar yang dihadapi 
oleh masyarakat hari ini. Selain mengenai selalu naiknya biaya pendidikan di 
Indonesia dari tahun ke tahun, isian yang diberikan oleh insititusi pendidikan pun 
jauh dari tujuan guna menyelesaiakan problem mendasar yang dihadapi oleh rakyat 
hari ini. 

Pendidikan lebih lanjut dan lebih tinggi harus menjadi hak asasi manusia, 
bukan hak istimewa. Perjuangan ini adalah partisipasi luas dan relasi sosial yang 
dinamis dari mayoritas massa mahasiswa, pelajar, pekerja akademik (dosen), guru, 
wali murid, maupun solidaritas lebih luas dengan serikat pekerja dan semua gerakan 
pro demokrasi. Membuat sejarah bukan hanya masalah kemauan, namun demikian 
massa yang terorganisir dapat mengubah banyak hal. Sampaikan kepada rezim, ide 
ini adalah perubahan dan perlawanan. Atur diri : dengan bersama-sama kita bisa 
mengubah banyak hal. Mewujudkan pendidikan yang gratis, humanis, demokratis 
dan berpihak pada rakyat. 

Melalui kajian teori, ilmiah, data dan fakta sebagaimana telah dijabarkan, maka kami 
menuntut: 


1. Mengratiskan seluruh biaya pendidikan untuk semua jenjang dan semua jenis 
pembayaran (SPP, UKT, Dana Kemahasiswaan, Dana Gedung, dsb) selama 2 
Semester untuk Mahasiswa PTN dan PTS (Universal Education) [bukan 
keringanan UKT] 

2. Berikan layanan Internet Gratis di jam produktif/kuliah bagi mahasiswa dan tenaga 
pendidik selama pandemi 

3. Hapuskan sistem Kampus Merdeka 

4. Gratiskan biaya seluruh jenjang pendidikan untuk jangka panjang melalui pajak 
progresif terhadap perusahaan dan orang kaya di Indonesia 

5. Hentikan praktik privatisasi dan komersialisasi sektor pendidikan 

6. Reformasi kelembagaan universitas dengan pembentukan komite di level fakultas 
dan universitas yang terdiri dari serikat mahasiswa, pekerja akademik, senat 
akademik dan jajaran birokrasi kampus secara setara dan proporsional, serta 
pelibatan secara langsung mahasiswa dalam semua pengambilan keputusan/ 
kebijakan di kampus 

7. Tuntut Nadiem Makariem mundur apabila tidak bisa melakukan kebijakan pro- 
mahasiswa 
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Kekerasan Seksual di Masa Pandemi 


Pandemi COVID-19 semakin menempatkan perempuan dalam posisi rentan 
kekerasan. Dengan diberlakukannya work-from-home di masa pandemi, LBH APIK 
mengatakan bahwa posisi perempuan menjadi lebih rentan. “Bukan saja rentan 
tertular virus tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan. Perempuan menjadi 
rentan terkena virus karena berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan keluarga, 
dia lebih sering keluar rumah dibandingkan anggota keluarga lainnya,” disadur dari 
Siaran Pers LBH APIK pada 21 April 2020. Di sisi lain, LBH APIK juga 
menyampaikan bahwa struktur sosial masyarakat yang masih patriarkis 
menempatkan beban berlapis bagi perempuan; pengasuh, pendidik, memastikan 
kesehatan keluarga, menyiapkan makanan, menerapkan work-from-home. Bagi 
perempuan pekerja, perempuan tidak hanya harus memenuhi peran domestik di 
rumah, tetapi juga peran produksi (kerja) di rumah. LBH APIK juga menyoroti 
tingginya potensi KDRT ketika beban berlapis berdasarkan peran-peran di atas tidak 
terpenuhi. 

Berdasarkan laporan yang diterima oleh LBH APIK sepanjang Maret-April 2020, 
terdapat 97 kasus kekerasan seksual. Bentuk kekerasan terhadap perempuan 
terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (33 kasus), kemudian kekerasan 
gender berbasis daring (30 kasus), pelecehan seksual (8 kasus) dan kekerasan 
dalam hubungan pacaran (7 kasus). 

Laporan di atas mencerminkan dan memperparah kondisi korban kekerasan akibat 
ketiadaan perlindungan dan perangkat hukum yang memadai. Dikeluarkannya RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari prioritas Prolegnas 2020 adalah 
pukulan luar biasa dalam upaya pemenuhan keadilan bagi korban/penyintas 
kekerasan seksual. Fakta ini semakin menguatkan anggapan bahwa DPR tidak 
memiliki prioritas dan tidak mampu melihat urgensi situasi. Keputusan 
dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini menunjukkan tidak 
adanya komitmen anggota DPR dalam memperjuangkan keadilan bagi korban/ 
penyintas kekerasan seksual serta menentukan prioritas pengesahan undang- 
undang. Padahal RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki perspektif yang berpihak pada 
perempuan pekerja, baik di sektor formal maupun informal serta tidak memuat 
aturan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja. Bahkan RUU 
Cipta Kerja memiliki perspektif yang semakin mengancam ruang hidup perempuan 
di sektor Sumber Daya Alam (tanah, pangan, dan pertanian) yang tak pernah luput 
dari tindakan kekerasan pada perempuan yang melawan. 

Situasi di atas semakin menunjukkan kalau DPR telah gagal menentukan prioritas. 
Ribuan kasus kekerasan seksual hanya akan menjadi angka, dan pengabaian hak 
para pekerja rumah tangga akan terus menerus muncul tiap harinya. Kekerasan 



pada perempuan akibat konflik berbasis SDA pun akan semakin berjatuhan tak 
terkendali. Alih-alih mengesahkan RUU yang menjamin keadilan bagi warga 
negaranya, DPR RI justru memilih untuk memprioritaskan RUU Cipta Kerja. 

Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia: Urgensi Disahkannya RUU PKS 

Pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap 
perempuan sepanjang 1998 - 2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual 
berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus 
dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939) dan 
itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual. 

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan 
meningkat sebesar 6%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2019 
sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
sebesar 406.178. Berdasarkan data-data yang terkumpul jenis kekerasan terhadap 
perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP 
(ranah personal) yang mencapai 75% (11.105 kasus) dengan 2.807 kasus 
diantaranya merupakan kekerasan seksual. 

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 
kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah 
Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan 
Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, 
sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Di ranah publik berarti 
kasus dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah 
ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman 
sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Selain itu, ditemukan 
pula bahwa pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas (1.561 
kasus), yaitu termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa 
kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk 
menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut. 

Dari pendokumentasian dan penelitian yang dilakukan selama lebih dari 10 tahun 
tersebut, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) bentuk 
Kekerasan Seksual, yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan 
maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan 
atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, yaitu : 

1. Pemerkosaan 

2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan 


3. Pelecehan Seksual 



4. Eksploitasi Seksual 

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual 

6. Prostitusi Paksa 

7. Perbudakan Seksual 

8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung 

9. Pemaksaan Kehamilan 

10. Pemaksaan Aborsi 

11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi 

12. Penyiksaan Seksual 

13. Penghukuman Tidak Manusiawi Bernuansa Seksual 

14. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi 
Perempuan 

15. Kontrol Seksual termasuk Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama 

Jenis kekerasan yang ada tidak terbatas pada kategori yang dibuat di atas. Di 
sejumlah situasi dimana terdapat ketimpangan relasi yang tegas akan meningkatkan 
kerentanan perempuan pada kekerasan seksual. Misalnya saja masyarakat yang 
diatur dalam sistem pemerintahan yang otoriter dan mengagungkan militerisme. 
Dalam sistem ini, pelanggaran terhadap hak asasi manusia biasa terjadi, dan 
kekerasan seksual bagian tidak terpisahkan dari berbagai tindak pelanggaran Hak 
Asasi Manusia tersebut. Konteks konflik, terutama konflik bersenjata, juga 
meningkatkan kerentanan perempuan pada kekerasan seksual, khususnya 
perkosaan, penyiksaan seksual dan eksploitasi seksual. Situasi pengungsian pasca 
konflik maupun bencana juga menimbulkan kerentanan khusus bagi perempuan 
akibat fasilitas barak pengungsian yang tidak dapat dikunci, ketiadaan fasilitas 
penerangan, dan kondisi barak yang tidak bersekat. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 

Gagasan tentang pentingnya payung hukum untuk penghapusan kekerasan seksual 
dimulai dari tingginya angka kekerasan seksual sepanjang 2001-2011. Sepanjang 
dekade tersebut, 25% kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan 
seksual. Dengan angka tersebut, dapat dipastikan dalam satu hari sekurangnya ada 
35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual, atau artinya setiap jam ada 
perempuan yang menjadi korban. Di tahun 2020 ini, kita menyaksikan peningkatan 
angka kekerasan yaitu hampir 800% selama 12 tahun. Angka ini bukanlah angka 



fantastis yang patut dibanggakan. Angka ini adalah kenyataan pahit yang 
menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah tempat yang aman terutama bagi 
perempuan dan kelompok identitas gender lain akan semakin rentan dengan 
kekerasan. 

Kekosongan hukum yang mengatur kasus kekerasan seksual pada akhirnya 
memupuk anggapan usang bahwa kekerasan seksual adalah aib, sehingga tidak 
perlu bersuara jika mengalami kekerasan seksual, pun jika melapor kasusnya akan 
sulit diselesaikan. Di tengah budaya memperkosa yang sangat kuat, anggapan ini 
menjadikan korban dihadapkan pada situasi yang menyebabkan korban harus 
menjadi korban berulang kali (reviktimisasi). Untuk itu adanya rancangan undang- 
undang yang secara komprehensif mengatur mulai dari pencegahan, pemulihan, 
rehabilitasi hingga acara pidana menjadi gagasan penting dan mulai diajukan sejak 
tahun 2016 ke DPR. 

Secara substantif, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengenai definisi, jenis- 
jenis kekerasan seksual, hak-hak korban, pemulihan bagi korban dan hukum acara 
untuk menjawab kekosongan hukum untuk menjawab kebuntuan dalam penanganan 
kasus. Di dalam naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, definisi kekerasan 
seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau 
perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi 
reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 dengan kehendak seseorang, yang 
menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan 
bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau 
dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, 
kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. 

Jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi di dalam RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual ini diantaranya: 

1) Pelecehan seksual 

2) Eksploitasi Seksual 

3) Pemaksaan kontrasepsi 

4) Pemaksaan aborsi 

5) Perkosaan 

6) Pemaksaan perkawinan 

7) Pemaksaan pelacuran 


8 ) 


Perbudakan seksual 



9) Penyiksaan seksual 


Jenis kekerasan seksual di atas dibuat dengan beberapa catatan diantaranya, 
adanya kompleksitas kasus kekerasan seksual sehingga tidak menutup 
kemungkinan bahwa dalam satu kasus terdapat irisan antarjenis kekerasan seksual 
dan tidak terbatas dengan jenis yang sudah diatur di dalam kategori di atas. 
Sebagian tindak kekerasan di dalam 9 jenis di atas sebagian telah ditangani 
menggunakan normal perundangan yang berlaku, tetapi dalam praktiknya belum 
mengakomodir kebutuhan hak-hak korban secara komprehensif. 

Adanya identifikasi jenis kekerasan seksual ini diharapkan memberikan solusi 
terhadap hukum positif yang belum mampu menanggulangi kerugian korban dan 
melindungi hak-hak korban. Hal ini mengingat dalam kasus kekerasan seksual, 
dimensi pemulihan yang dibutuhkan oleh korban tidak tunggal namun beragam, 
sehingga dibutuhkan aturan yang mampu memberikan landasan penanganan kasus 
secara komprehensif serta mencegah keberulangan terjadinya kejahatan seksual. 

Dengan adanya undang-undang khusus yang telah mengatur beberapa bentuk 
kekerasan, mengapa kekerasan seksual perlu diatur secara khusus? Karena 
undang-undang yang sudah ada tidak mampu menjangkau seluruh jenis kekerasan 
seksual. Hal ini mengakibatkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses 
dan korban kehilangan hak atas keadilan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 
juga memuat penyempurnaan unsur dan jangkauan jenis kekerasan seksual yang 
diatur dalam peraturan perundangan lain. Dengan adanya RUU Penghapusan 
kekerasan seksual, diharapkan terjadi perubahan mendasar pada budaya di 
masyarakat untuk memahami adanya ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender 
yang menjadi salah satu akar terjadinya kekerasan seksual. 

Dengan formulasi kebijakan yang menekankan pada perlindungan kelompok- 
kelompok rentan, dan ancaman pemberatan terhadap peran-peran sosial atau 
profesi yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, akan memberikan 
rasa aman bagi korban atau masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual yang 
terjadi. Tanpa formulasi kebijakan pidana, seseorang yang memiliki kuasa lebih, 
akan tetap cenderung menggunakan kuasanya untuk menguasai yang lebih lemah, 
termasuk dengan kekerasan seksual. 

Tujuan dari adanya pengaturan terkait pencegahan di dalam RUU Penghapusan 
Kekerasan seksual adalah menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya 
kekerasan seksual dan memastikan kekerasan seksual tidak terulang. Upaya 
penghapusan kekerasan seksual tidak akan terbangun apabila pencegahan tidak 
dilakukan. Oleh karena itu, pencegahan merupakan salah satu elemen kunci untuk 
menghapuskan kekerasan seksual. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga memuat aturan terkait acara peradilan 
pidana yang mengintegrasikan pemenuhan hak korban, yang kemudian dapat 



berkontribusi pada proses pemulihan korban. Namun hal tersebut hanya akan 
tercapai apabila dalam setiap proses peradilan pidana, korban diposisikan sebagai 
subjek, memperoleh penguatan psikologis sebelum dan selama proses peradilan 
pidana, tidak menghadapi pertanyaan yang memojokkan atau menyalahkan korban, 
terhindar dari intimidasi pihak pelaku atau pihak manapun, tidak dipersulit dalam 
pembuktian, dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan yang nyaman 
dan aman bagi korban, termasuk pemberian keterangan melalui sarana audio-visual 
agar korban tidak perlu mengulang keterangan yang diberikan. Namun apabila 
pengintegrasian pemenuhan hak korban tersebut tidak terpenuhi, maka berjalannya 
proses peradilan pidana tidak akan memulihkan korban. Sebaliknya, apabila korban 
terpulihkan melalui proses peradilan pidana, maka berjalannya Sistem Peradilan 
Pidana akan menjadi ruang bagi negara untuk mewujudkan tanggung jawab 
konstitusionalnya dalam pemenuhan hak atas kedudukan yang sama di hadapan 
hukum. 

Sumber: 

Naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 

Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan 
2019 

Kajian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan 2019 
Rilis Aksi Selasa#1 Aliansi Jogja Sahkan RUUP-KS 



Analisis Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta 

Sumbu Filosofis DIY: Perampasan Ruang Hidup, Krisis Air, dan 
Lingkungan 

“Manusia diprogram oleh warisan pendahulunya untuk melihat makhluk hidup lain 
sebatas sesuatu yang dapat dimakan, dan diri mereka lebih peduli dengan ras 
manusia, dibanding yang lainnya.” (James Lovelock: 1997) 

Keberadaan sumbu filosofis di Yogyakarta, merupakan salah satu kosmologi kebudayaan 
yang menggambarkan kehidupan manusia; mulai dari embrio, lahir, hingga ajal kematian 
yang sekaligus bersinggungan dengan lingkungan sekitarnya yang menjadi mikrokosmos 
manusia. Sedangkan Merapi dan Pantai Selatan merupakan makrokosmos yang menjadi 
penjaga kehidupan manusia. Gunung Merapi sebagai tempat berhulunya mata air yang 
sebagian besar digunakan oleh warga dan mengaliri sungai-sungai yang ada di Yogyakarta. 
Sedangkan Pantai Selatan merupakan tempat semua air-air kehidupan tersebut bermuara di 
ujung Selatan Yogyakarta. Aliran-aliran air tersebut merupakan ekosistem yang menjadi 
ruang hidup warga beserta ekosistem lingkungan yang melingkupinya. Namun, keberadaan 
kosmologi Sumbu Filosofis tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan pembangunan 
yang dilakukan oleh Pemda DIY. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu dari tiga provinsi yang 
memiliki otonomi khusus di Indonesia, selain Aceh dan Papua. Otonomi khusus di DIY 
ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY 
(UUK). Pengesahan dan pelaksanaan UUK tersebut diiringi dengan dukungan anggaran 
keistimewaan, atau dikenal dengan Dana Keistimewaan (Danais) dari pemerintah Pusat. 

Sesuai mandat UUK, Danais DIY dapat digunakan untuk lima urusan keistimewaan, antara 
lain seperti urusan pengisian jabatan, pertanahan dan tata ruang, kelembagaan, dan 
kebudayaan. Danais untuk lima urusan tersebut tiap tahun terus mengalami peningkatan 
nilai. Pada tahun 2013 saja, tahun pertama pelaksanaan UUK, provinsi DIY mendapat 
alokasi anggaran sebesar 231 miliar rupiah, dan terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan, 
pada tahun 2020, Danais mencapai 1,3 triliun rupiah. 

Namun, melihat tren pembangunan di DIY selama tujuh tahun terakhir ini, kecenderungan 
yang nampak ialah pada aspek pembangunan infrastruktur bangunan. Beberapa fakta 
seperti tingginya jumlah izin pembangunan hotel, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan 
(JJLS), bandara internasional, revitalisasi bangunan budaya dan wisata, serta yang 
belakangan hadir pembangunan tol yang menghubungkan Jogja dengan Solo, Cilacap, dan 
Semarang. Semuanya dilakukan untuk menopang sektor pariwisata DIY. 

Menurut data BPS, sampai tahun 2019, ada sekitar 163 hotel berbintang yang tersebar di 1 
kota dan 3 kabupaten di seluruh Provinsi DIY kecuali Kulon Progo. Sedangkan untuk hotel 
non-bintang sendiri ada 1.415 di seluruh DIY. Tentu dengan banyaknya jumlah hotel 
tersebut, kebutuhan akan air dan energi meningkat, apalagi ditambah dengan ratusan atau 
bahkan ribuan kamar apartemen. Tahun 2015-2018, pemerintah Kota Yogyakarta 
mengeluarkan izin 52 sumur bor dan 8 sumur gali untuk apartemen dan hotel. Sedangkan 
pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan 11 izin sumur gali, dan 34 sumur bor, juga, 



untuk kebutuhan hotel dan apartemen. Tidak heran, jika mulai terjadi kekeringan air di 
kampung-kampung perkotaan seperti kisah dalam film dokumenter garapan Watchdoc yang 
berjudul “Belakang Hotel”. 

Tingginya minat wisatawan yang bertandang ke DIY, menjadi alasan bagi pemerintah 
daerah maupun pusat, untuk memperluas dan menambah fasilitas penunjang pariwisata 
lainnya seperti jalur transportasi, baik darat maupun udara. Di darat, pemerintah DIY giat 
melakukan pembebasan lahan untuk JJLS yang biayanya diambil dari Danais. Sampai 
November 2019, pembebasan lahan telah rampung 70 persen. 

Menyusul JJLS, DIY membangun bandara internasional di Kulon Progo (NYIA/YIA), dengan 
kapasitas tampungan jauh lebih besar dari bandara Adi Sucipto. Diperkirakan, biaya 
pembangunannya mencapai 9 triliun rupiah dari pemerintah pusat dan swasta. 
Pembangunan bandara baru ini dibangun di atas lahan produktif seluas 630 hektar di pesisir 
selatan Kulon Progo yang ditempati sekaligus menjadi sumber mata pencaharian bagi 
ribuan keluarga dan pekerja tani. 

Pembangunan NYIA didukung oleh berlapis regulasi dari tingkat desa sampai tingkat pusat. 
NYIA menjadi proyek prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam 
Perpres Percepatan PSN. NYIA juga yang menjadi pemantik lahirnya skema ganti rugi 
melalui mekanisme konsinyasi, meski aturan tersebut diterapkan untuk pertama kalinya 
pada petani Batang, Jawa Tengah, yang terusir oleh proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU). 

Sementara untuk revitalisasi bangunan budaya dan pariwisata, pemerintah DIY sudah 
membangun banyak bangunan cagar budaya, termasuk program pembangunan sumbu 
filosofis, yang berfokus pada pembangunan di sepanjang Tugu Pai Putih, Jalan Malioboro, 
Alun-alun Utara, Kraton, Benteng, hingga Kandang Menjangan. 

Khusus pembangunan tol, meski Gubernur DIY sempat menolak, faktanya saat ini, DIY 
sudah merencanakan pembangunan 4 ruas jalan tol Jogja—Solo, Jogja—Cilacap, Jogja— 
Bawen, dan Jogja (kota) —Kulon Progo. Bahkan, untuk tol Jogja—Solo, Izin Penetapan 
Lokasi (IPL) sudah keluar dengan nomor 206/KEP/2020, yang rencananya akan digunakan 
sebagai izin untuk tiga hal: pengadaan tanah, perubahan dan peralihan hak atas tanah. 

Sumber-sumber pendanaan dari pembangunan tersebut cukup beragam, baik yang dibiayai 
langsung oleh pemerintah pusat sendiri seperti Pembangunan JJLS, maupun yang 
berkolaborasi dengan swasta, seperti bandara NYIA dan pembangunan 4 ruas jalan tol. 
Sedangkan, pembebasan lahan JJLS, revitalisasi cagar budaya dan pariwisata yang terus 
bergerak, bahkan di tengah pandemi, dibiayai langsung oleh Danais. 

Kasus pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Danais sebenarnya sudah 
bermasalah, mengingat infrastruktur bangunan tidak termasuk dalam lima urusan 
keistimewaan. Namun menurut data serapan anggaran Danais, serapan paling banyak 
justru masuk pada pembangunan infrastruktur, termasuk untuk pembebasan lahan JJLS. 

Data menunjukkan, untuk pembebasan lahan JJLS menghabiskan dana sekitar 1,1 triliun 
rupiah yang diambil dari Danais dan APBD DIY, sedangkan untuk revitalisasi bangunan 



cagar budaya dan pembangunan program sumbu filosofis sebesar 277 miliar rupiah untuk 
tahun 2018. 

Berdasarkan data yang ditemukan dari laporan Danais, banyak program-program revitalisasi 
cagar budaya, termasuk pembangunan program sumbu filosofis dan infrastruktur 
pendukung lainnya, salah satu tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut ialah dalam 
rangka mendapatkan penghargaan dari UNESCO atas komitmen DIY menjaga 
keberlangsungan warisan cagar budaya di wilayah Kraton Jogja. 

Jika penghargaan tersebut didapat DIY, sebagaimana penghargaan serupa dari UNESCO 
yang didapat oleh kota-kota di negara lain, maka akan semakin menguatkan DIY sebagai 
kota tujuan wisata yang menarik bukan saja bagi wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan 
mancanegara. Asumsi ini tentu bukan tak beralasan, mengingat antar bangunan 
infrastruktur DIY berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur lainnya, misal bandara 
NYIA sebagai sarana transportasi internasional, JJLS dan tol sebagai jalur penghubung 
transportasi darat, serta hotel sebagai fasilitas akomodasinya. 

Ambisi DIY untuk mendapatkan penghargaan tersebut, nampaknya tidak dapat dibendung. 
Bahkan, di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Pembangunan pagar alun-alun utara 
yang mulai dibangun sejak minggu pertama di bulan Mei, menjadi contoh nyata. Meski 
pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan refocussing dan realokasi anggaran untuk 
penanganan COVID-19, termasuk pengalihan anggaran dari pembangunan infrastruktur, 
faktanya Pemda DIY tetap melangsungkan pembangunan infrastruktur tersebut. 

Fakta tersebut, selain menampakkan buta krisisnya Pemda DIY, juga menimbulkan 
pertanyaan baru, mengapa Pemda DIY tidak memprioritaskan persoalan mendasar warga di 
tengah krisis ekonomi apalagi pandemi seperti saat ini. Pertanyaan penting lainnya ialah, 
mengapa Danais tidak bisa menjawab persoalan kesenjangan di DIY. 

Meski Pembangunan infrastruktur di DIY cukup masif, hal tersebut tidak berkorelasi dengan 
menurunnya angka kesenjangan di DIY. Menurut data BPS, angka kesenjangan di DIY 
sangat tinggi di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2018, DIY menjadi provinsi dengan tingkat 
kesenjangan no 1 di Indonesia. 

Tidak hanya berseberangan dengan tingginya angka kesenjangan, pembangunan 
infrastruktur DIY justru berkontribusi terhadap krisis lingkungan, alih fungsi lahan serta 
konflik agraria di sepanjang sumbu filosofis DIY dari tapak Merapi hingga Laut Kidul. 
Menurut data tahun 2016 yang dirilis oleh Jogja Darurat Agraria, terdapat 20 konflik agraria 
struktural yang tersebar secara merata di wilayah DIY (belum termasuk tambang di Merapi 
dan Kali Progo). Hampir seluruhnya disebabkan oleh adanya klaim Sultan Ground dan 
Pakualaman Ground SG/PAG. Klaim ini pula yang menjadi biang hotel-hotel dan apartemen 
menjamur dengan cepat di kota dan Kabupaten Sleman. Merapi sudah diduduki tambang 
pasir, kota dikepung hotel dan apartemen, sedang pesisir selatan dari Kulon Progo sampai 
Gunungkidul tinggal menunggu krisis sampai tak kita temukan lagi ladang palawija 
menyusul bandara dan tambang pasir besi. 



Tambang 


Konflik pertambangan terus mendapatkan perlawanan dari warga. Hal ini terjadi karena 
aktivitas tambang dapat mengancam ruang hidup warga. Tidak sedikit dari konflik tambang 
berada di atas tanah produktif yang menjadi tempat aktivitas warga. Aktivitas pertambangan 
tersebut berdampak pada kerusakan ekologis, salah satunya ancaman krisis kebutuhan air 
bersih dan layak konsumsi. Padahal, air merupakan sumber penghidupan. Manusia hidup 
akan selalu bergantung pada ketersediaan air. 

James Lovelock berargumen bahwa manusia modern masih mewarisi residu pola pikir 
purba yang ingin berkuasa dan mengutamakan kepuasan anggota tribalnya semata. Pola 
pikir tersebut membuat manusia tidak peka terhadap kepentingan yang lebih besar dan 
pokok. 

Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, setidaknya 
terdapat 14 kasus konflik pertambangan, diantaranya adalah tambangan pasir dan batuan, 
tambang pasir besi, dan tambang batu andesit yang berada di wilayah D.l. Yogyakarta dan 
Jawa Tengah Selatan. Terutama yang menjadi salah satu kawasan dampingan WALHI 
Yogyakarta adalah pertambangan yang ada di lingkar Gunung Merapi. Beberap kasus yang 
dihimpun oleh WALHI Yogyakarta tersebut masih berada pada sebatas laporan langsung 
yang diterima langsung dari warga terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa masih 
banyaknya kasus pertambangan yang belum tercatat. 

Di antara keempat belas kasus itu, dua belas di antaranya terjadi pada kurun waktu 2019 — 
2020, baik kasus baru maupun kasus lama yang diperbaharui. Dua kasus lain merupakan 
kasus lama yang sampai saat ini masih berlangsung dan mendapatkan penolakan dari 
warga. Seperti yang terjadi di Keningar, misalnya, kasus pertambangan sudah terjadi sejak 
tahun 1996. Hingga saat ini, daerah tersebut masih berlangsung aktivitas pertambangan. 
Semenjak kurun waktu 1996 sampai saat ini, setidaknya ada 6 perusahaan tambang yang 
silih berganti mengeksploitasi hulu sungai, bahkan di antaranya beroperasi secara ilegal. 

Aktivitas pertambangan secara ilegal juga terjadi di beberapa titik lain selain di Keningar. 
Selain beroperasi secara ilegal, banyak perizinan tambang baik Izin Usaha Penambangan 
(IUP), Wilayah Izin Usaha Produksi (WIUP) maupun izin Operasi Produksi (OP) yang 
bermasalah dan tetap diloloskan. Hal ini terjadi karena ada kongkalikong antara perusahaan 
atau pihak penambang dengan pemerintah ataupun pejabat yang berwenang. Berdasarkan 
catatan investigasi bersama Tempo 2, yang berjudul “Para Penggerus Sabo Merapi”, PT 
Surya Karya Setiabudi diduga mengakali izin penambangan pasir di lokasi terlarang yang 
menggerus kekokohan sabo lahar Gunung Merapi. Aktivitas ini akan mengancam 
keselamatan ribuan warga sekitar. 

Keluarnya surat IUP tanpa dilengkapi surat rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah 
Sungai Opak (BBWSO) jelas merupakan hal yang janggal. Sebab rekomendasi teknis 
merupakan syarat awal sekaligus utama untuk memperoleh izin tambang. Karena itu 
BBWSO lantas menyatakan bahwa penambangan pasir PT SKS ilegal. BBWSO juga 
mengeluarkan surat teguran sekaligus meminta perusahaan menghentikan penambangan. 
Sikap tegas BBWSO itu membuat PT SKS marah dan melakukan intimidasi terhadap Tri 



Bayu dan anak buahnya. Beberapa hari setelah BBWSO mengeluarkan surat teguran, Tri 
Bayu mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai pejabat negara, la 
meminta supaya BBWSO tidak menghalang-halangi PT SKS melakukan penambangan 
pasir di Sungai Bebeng. 

Sebagian besar kasus pertambangan berada pada kawasan lingkar Gunung Merapi. 
Yogyakarta sendiri sampai saat ini menggantungkan kebutuhannya airnya dari hulu Gunung 
Merapi. Hal ini bisa dilihat dari sebagian besar sungai yang mengalir di Yogyakarta berhulu 
di Gunung Merapi. Padahal, hulu sebagai kawasan imbuhan memiliki fungsi recharge di 
Cekungan Air Tanah Yogyakarta - Sleman. 

Air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul 
dikontrol oleh sistem hidrologi, geologi, dan hidrogeologi yang berhulu pada lereng selatan 
bagian atas Gunung Merapi. Keberadaan hutan dan daerah-daerah tangkapan air hujan di 
kawasan ini merupakan kunci sistem penyedia air tanah (Groundwater Recharge Area) bagi 
daerah-daerah yang berada di bawahnya (Groundwater Discharge Area). Secara 
hidrogeologi, daerah tersebut termasuk di dalam sistem Cekungan Air Tanah Yogyakarta— 
Sleman. Kawasan lereng selatan Gunung Merapi yang meliputi wilayah Sleman, 
Yogyakarta, dan Bantul tersebut saat ini telah berkembang menjadi daerah permukiman dan 
berbagai kegiatan ekonomi yang padat. Penyusutan sumber daya air tanah telah terjadi, 
baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut akan bertambah besar dampaknya 
apabila penggunaannya tidak dikendalikan. 

Jika kawasan imbuhan tersebut terganggu oleh aktivitas pertambangan, maka akan 
mengganggu proses recharge, sehingga akan mempengaruhi Muka Air Tanah. Semakin 
dalam Muka Air Tanah, semakin sulit pula akses warga untuk mendapatkan air. Bahkan, 
tidak jarang pula ancaman kekeringan air berada di depan mata, terutama akan dialami oleh 
kelompok rentan di Yogyakarta yang menggantungkan kebutuhan airnya hanya pada sumur 
dangkal. 

Aktivitas pertambangan yang dilakukan sejauh ini memiliki berbagai motif, mulai dari 
normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, penataan dan pemulihan lahan pasca erupsi, dan 
lain-lain. Berbagai dalih ini tidak menutup kenyataan adanya pengerukan material dan 
penyerobotan lahan warga. Aktivitas tambang pasir dan batuan pada akhirnya dilakukan 
untuk pemenuhan bahan baku pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di 
kawasan perkotaan yang secara masif menyebabkan berkurangnya kawasan resapan 
secara umum. Hal ini kemudian mengakibatkan air hanya ada di permukaan dan berujung 
pada bencana genangan air atau banjir. 

Saat air lebih banyak menjadi air permukaan, maka akan berdampak pada minimnya 
pasokan terhadap air tanah warga (air tanah dangkal) yang dimanfaatkan secara umum 
oleh warga. Artinya, masifnya aktivitas tambang pada kurun waktu dua tahun terakhir ini 
(2019—2020) berbanding lurus akan kebutuhan material pembangunan infrastruktur di 
kawasan perkotaan yang berlebihan. 
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